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Penelitian ini dilakukan pada Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian
penerapan akuntansi pada Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah Data Primer dan Data
Sekunder. Data Primer adalah data yang didapat dari wawancara langsung dengan
bendahara Desa Danau Lancang mengenal sgjarah berdirinya Desa Danau Lancang,
dan proses penyusunan laporan keuangan desa. Data sekunder ada data yang
diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Desa Danau Lancang,
misalnya vis misi desa, buku catatan serta laporan keuangan desa. Teknik
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode
survey, yaitu dengan cara observas dan wawancara. Sedangkan analisis penelitian ini
menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Keuangan pada
Pemerintahan Desa Danau Lancang belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip

Akuntansi Berterima Umum.

KataKunci  : Akuntans Keuangan dan Pemerintahan Desa
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk
mengal okasikan anggaran transfer Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan
dan penghargaan Negara kepada Desa. Perioritas penggunaan Dana Desa diatur
melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
tahun 2017. Dalam UU Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Oleh karena
itu, diperlukan penatausahaan keuangan Desa. Karena pencatatan keuangan dan
pel aporan keuangan merupakan hal penting yang harus transparan dan terarah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri No 113 tahun 2014 Pemerintahan
Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, yang meliputi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan sekretaris Desa. Dimana kewenangan desa adalah
kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,

dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul



dan adat istiadat Desa. Perangkat desa harus memahami akuntans, jika tidak pasti
pengel olaan keuangan desa akan mengalami masalah serius kedepannya.

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi
kualitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang
dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan keputusan ekonomi dengan
cara mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaks yang bersifat
keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Sedangkan Akuntansi desa adalah
pencatatan dari proses akuntansi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota
kemudian dilakukan pencatatan dan pel aporan keuangan sehingga akan menghasilkan
informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang
berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa
yaitu Masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat.

Akuntansi merupakan sebuah siklus akuntansi, artinya terdiri dari berbagai
tahapan tertentu dan selesainya tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali
sesual dengan urutan tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang ada didalam siklus

akuntansi keuangan desa menurut (IAI-KASP, 2015:12-13)adalah :

Tahap pertama yaitu Tahap pencatatan, tahap ini merupakan langkah awal
dari sklus akuntansi. Berawal dari buktibuktitransaksi selanjutnya dilakukan
pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

Tahap yang kedua yaitu Tahap penggolongan, setelah dilakukan pencatatan

berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan



merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku
besarsesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam
kelompok debit dan kredit.

Tahap yang ketiga yaitu Tahap Pengikhtisaran, pada tahap ini dilakukan
pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo
akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu.
Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam
memposting akun ke dalamdebit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa
jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya
pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari
waktu kewaktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian
ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan
benar.

Tahap yang keempat yaitu Tahap Pelaporan, tahap ini merupakan tahap akhir
dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

1. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes
Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja,
dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuktahun
anggaran tertentu.

2. Laporan Kekayaan Milik Desa
Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban

pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.



Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada
suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja
perusahaan tersebut. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan
prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi
besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko
dan ketidakpastian terkait.

Penyusunan laporan keuangan pada Desa Danau Lancang Berbasis pada basis
kas (cash basic) dan basis akrual (accrual basic). Basis kas untuk pengakuan
pendapatan, belanja, pembiayaan dalam laporan realisas anggaran dan basis akrual
untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana yang disgjikan dalam Kekayaan
Milik Desa. Basis kas untuk Laporan Realisass Anggaran, pendapatan dan
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum
Negara/Daerah oleh entitas pelaporan. Sedangkan basis akrual untuk Kekayaan Milik
Desa bahwa Asset, kewgjiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat
terjadinya transaks atau diperolehnya hak katas asset dan timbulnya kewajiban tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh kas desa.

Adapun proses akuntansi yang dilakukan Desa Danau Lancang bermula dari
mengidentifikasi transaksi. Transaksas tersebut dilakukan pencatatan lengkap berupa
pembuatan Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang
menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun kredit,

selanjutnya Buku Pgjak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka



penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan paak, serta Buku Bank
digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan
pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Untuk memperoleh informasi posisi
keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah
neraca. Neraca ini berfungs untuk mengetahui kekayaan/ posis keuangan desa.
Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakai anggaran dibuatlah
laporan realisasi anggaran desa. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi
mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/deficit
LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Bentuk laporan
pertanggungjawaban realisass pelaksanaan APDDes terdiri dari  Laporan
Pertanggungjawaban Realisai Pelaksanaan APBDes, Laporan K ekayaan Milik Desa.
Berdasarkan proses akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan desa yang
dilakukan Desa Danau Lancang ada beberapa permasalahan, permasalahan yang
pertama tidak membuat jurnal umum yang merupakan media pencatatan transaksi
yang sesual dengan buku kas umum,masalah yang kedua yaitu terletak pada
penyajian penerapan akuntansi asset, Desa Danau Lancang tidak mengakumulasikan
jumlah asset pada tahun 2016 pada laporan kekayaan milik desa tahun 2017. Masalah
yang ketiga yaitu Desa Danau Lancang tidak melakukan pencatatan terhadap saldo
akhir persediaan pada masa periode tersisa (2017). Dan masalah yang keempat yaitu
tidak dilakukannya penyusutan terhadap Aset Tetap seperti peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.



Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik mengambil judul Analisis
Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

Kabupaten Kampar.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini
adalah :

“Bagaimana Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Danau
Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Prinsip

Akuntans Berterima Umum”.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan
Akuntans Keuangan pada Pemerintahan Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung

Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Sedangkan manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
Menambah wawasan penulis, khususnya untuk bidang akuntansi secara umum

dan bidang akuntansi secara khusus. Dimana penulis dapat melihat secara langsung



praktek akuntansi pada Pemerintahan Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar.
2. Bagi Kantor Desa Danau Lancang

Bagi Desa Danau Lancang hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat
digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam menyempurnakan pelaksanaan
pemerintahan desa.
3. Bagi Pendliti Selanjutnya

Sebagal bahan pemikiran baru dan sumber bahan informasi untuk para peneliti

yang ingin melakukan penelitian terhadap masalah yang sama.

D. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN
Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta
sistematika penulisan.
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS
Bab ini menjelaskan telaah pustaka yang berhubungan
dengan penulisan dan hipotesis serta mengemukakan
konsep operasiona penelitian.

BAB IlI : METODE PENELITIAN



Pada Bab ini dijelaskan tentang lokasi pendlitian
operasional variabel penelitian, populasi, jenis dan sumber
data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.
BAB IV : GAMBARAN UMUM
Bab ini menjelaskan sgjarah singkat Desa Danau Lancang
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menguraikan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan
peneliti.
BAB VI LPENIPT IS
Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang
mengemukakan beberapa kesmpulan dan saran dari

semua hasi| penelitian.



BAB ||

TELAAH PUSTAKA DAN HOPOTESIS

A. TELAAH PUSTAKA

1. Otonomi Desa

Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat, dan utuh, serta bukan pemberian
pemerintah. Pemerintah Pusat memberikan kebebasan desa untuk mengatur dan
mengurus rumah tangga sendiri memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki
agar memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari desa sendiri. widjgja (dalam
wijaya, David 2018 : 2).

Sebagai kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai susunan asli
berdasarkan hak istimewa, desa mampu melakukan perbuatan hukum publik dan
hokum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di
muka pengadilan. Daam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan
penyelenggaraan otonomi desa harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebab desa ialah bagian tidak
terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

Wujud implementasi system desentralisasi berupa otonomi desa yang termuat
dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Pusat mengharapkan

Pemerintah Daerah untuk |ebih mandiri dalam mengelola keuangan desanya.
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2. Definisi Pemerintahan Desa

Desa adalah sebuah permukiman di area pedesaan. Sebuah desa biasanya
mempunyal nama, letak, dan batas-batas yang bertujuan untuk membedakan antara
desa yang satu dengan desa yang lainnya dan untuk mempermudah pengaturan
system pemerintahannya. Biasanya suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri

dari beberapa keluarga

Pasa 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah
kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai

unsur penyel enggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa adalah lembaga cabang atau terusan pemerintah pusat
yang memiliki strategi untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat yang ada di perdesaan untuk mewujudkan pembangunan pemerintah
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masyarakat setempat. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-
peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang

mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik.”

3. AsasPengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola harus berdasarkan peraturan pemerintahan yang
baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tercantum dalam
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 “yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelakasanaan kebijakan yang
dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.
Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang
mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
d. Tertib dan disiplin anggaran vyaitu pengelolaan keuangan desa harus

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.”

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapal untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan
belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya
penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan
kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya
dalam APB Desa/Perubahan APB Desa.

3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukan dalam APB Desa dan dilakukan melalui
Rekening Kas Desa.

4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113

Tahun 2014

1) KepalaDesa(KADES)

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 “Kepala Desa (Kades) merupakan

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah Desa
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dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahsahkan. Kepala Desa sebagai

pemegang kekuasaan pengel olaan keuangan Desa, mempunyai kewenangan:

2)

Menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan APBDesa.

Menetapkan PTPKD (perencanaan Tenaga Kerja Desa).

Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
Menyetujui pengel uaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengel uaran atas beban APBDesa.”

Sekretaris Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 “Sekretaris Desa bertindak selaku

koordinator PTPKD yang mempunyai tugas:

3)

Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa.

Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD
PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Melakukan pengendalian terhadap pel aksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam APBDesa.

Menyusun |aporan dan pertanggungjawaban pel aksanaan APBDesa.
Melakukan verifikas terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran
APBDesa.”

Kepaa Seksi

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 “Kepala Seksi bertindak sebagai

pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesual pasal 64 Peraturan Pemerintah
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Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga)

seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut:

4)

Menyusun rencana pel aksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa
yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.

Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan.

Mengendalikan pel aksanaan kegiatan.

M enyiapkan dokumen anggaran atas beban pengel uaran pel aksanaan

kegiatan.

M el aporkan perkembangan pel aksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.”

Bendahara

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 “bendahara dijabat oleh staf pada

urusan keuangan. Bendahara mempunya tugas menerima, menyimpan,

menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan  mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka

pel aksanaan APBDesa. Penatausahaan itu dilakukan dengan menggunakan Buku Kas

Umum, Buku Kas Pembantu Pgjak, serta Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan

antaralain mencakup sebagai berikut :

a

Menerima, menyimpan, dan menyetorkan/membayar.
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b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
c. Melakukan pencatatan setigp penerimaan dan pengeluaran serta melakukan
tutup buku setiap akhir bulan secaratertib.
d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.”
5. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa M enurut Permendagri No 113 Tahun
2014.
1) Perencanaan
Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan
kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2) Pelaksanaan

Daam pelaksanaan anggaran desa sudah ditetapkan sebelumnya timbul
transaks penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengel uaran desa
dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturan
ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran

desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3) Penatausahaan
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Bendahara Desa wagjib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada

Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Ardi Hamzah (2015) Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan
keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus
dilakukan sebelumnya dimulai tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan
keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala
desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pel aksanaan APBDes.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 36 laporan pertanggungjawaban

yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah :

a. Buku Kas Umum
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang
menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit,
digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.
Buku kas umumdapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
b. Buku Kas Pembantu Pajak
Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka
penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank
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Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4)

Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas,

wewenang, hak dan kewajiban, kepala desawajib :

a

5)

Menyampaikan  laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada

bupati/walikota berupa:

1. Laporan semester pertama berupa laporan redlisass APBDesa,
disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

2. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir
bulan januari tahun berikutnya.

Menyampaikan Laporan Penyelenggarakan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap

akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.

Meyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggarakan pemerintah Desa

secaratertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

Kepaa Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan desa APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap

akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
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APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini

ditetapkan peraturan desa dan melampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan;

2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan, dan

3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk
ke desa.

b. Laporan pertanggungjawaban realisas pelaksanaan APBDesa sebagamana
dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
akhir tahun anggaran berkenaan.

6) Pembinaan dan Pengawasan

a. Pemerintah provins wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyalur
Dana Desa, Alokas Dana Desa, dan Bagi Hasil Pgjak dan Retribusi Daerah
dari Kabupaten/K ota kepada Desa.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawas pelaksanaan

pengel olaan keuangan Desa.

6. Definis Akuntans Desa, Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Harry (2014 : 16) secara umum, akuntansi dapat didefinisikan

sebagai sebuah system informasi yang memberikan laporan kepada pengguna
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informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap
hasil kinerjadan kondisi keuangan suatu entitas.

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa,
dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan
sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang
digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Sujarweni V.W (2015:17)

Berdasarkan beberapa definis diatas maka dapat disimpulkan bahwa
Akuntansi Desa adalah suatu proses pecatatan transaksi yang terjadi di desa yang
memberikan informasi disertai bukti-bukti transaksi yang akan disgikan dalam
laporan keuangan desa untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan
dengan |aporan keuangan tersebut.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 1 “Keuangan Desa adalah
semua hal dan kewagjiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

desa.”

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 1 “Pengelolaan Keuangan
Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pel aporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.”
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7. Aspek-aspek dan Karakteristik Akuntans Desa

Aspek-aspek dari akuntans menurut Panduan Asisten Akuntansi Keuangan
Desadalam (1AI-KASP,2015:6) yaitu :
1) Aspek Fungs
“Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas atau pemerintahan
desa untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungs tindakan tersebut
adal ah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi
pimpinan entitas yang dapat dimanfaat baik oleh pihak internal maupun eksternal.

2) Aspek Aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah
data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.”

“Sedangkan karakteristik Akuntansi Desa adalah sebagai berikut dalam (IAI-

KASP,2015:6) :

a. Pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan.

b. Akuntansi sebagai suatu system dengan input data/informasi dengan output
informasi dan laporan keuangan.

c. Informasi keuangan terkait suatu entitas (Pemerintah Desa).

d. Informas dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan keputusan.”
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8. Pihak-Pihak Pengguna Akuntansi Desa

Menurut Sujarweni V.W (2015:17) Pihak-pihak yang membutuhkan dan
menggunakan informasi keuangan desa adal ah:

1) Masyarakat Desa

2) Perangkat Desa

3) Pemerintah Daerah

4) Pemerintah Pusat
9. Prinsip-Prinsip Akuntans Desa

Menurut (IAI-KASP, 2015:6-7) “Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai
yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada
kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal ini
dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-
rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan
mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan
memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan
membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah Desa lainnya.”

Menurut (IA1-KASP, 2015 :6-7) “Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan
yaitu:
1) Prinsip Harga Perolehan
Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset).

Kewajiban utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan
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kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai

objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

2) Prinsip Realisasi Pendapatan
Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan
menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat
diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya
jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintahan Desa pada dasarnya dilakukan
pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.
3) Prinsip Objektif
Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti
transaks yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan
transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk
menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi
dan pencatatannya.
4) Prinsip Pengungkapan Penuh
Dalam pembuatan laporan keuangan desa hendaknya mengungkapkan sebuah
informasi penuh yang tersgji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan.

5) Prinsip Konsisten
Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam

menggunakan metode. Pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan



23

keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat
dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau

sebaliknya.”

10. Tahapan Siklus Akuntansi Desa

Menurut (IAI-KASP, 2015:12-13) “tahapan siklus akuntansi Desa yaitu:
1) Tahap Pencatatan
Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari
buktibukti transaks selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.
2) Tahap Penggolongan
Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi
adal ah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengel ompokkan
catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan
saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.
3) Tahap Pengikhtisaran
Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan
Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar
utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi
untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di
dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau
seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan

Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan.



24

Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa
pencatatan telah dilakukan dengan benar.

4) Tahap Pelaporan
Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang

dilakukan padatahap ini :

a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Redisasi Pelaksanaan APBDesa
Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisas dari pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran
tertentu.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa
Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban

pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu

Sedangkan menurut Permendagri No 113 tahun 2014 dalam buku praktek, Siklus

akuntansi terdiri dari 4 tahap yaitu:

1) Tahap Pertama, pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa).

2) Tahap Kedua, transaksi yang timbul dari Desa. Setelah anggaran dan
pendapatan Desa di sahkan dan akan dilaksanakan disertai bukti-bukti berupa
nota maupun kwitans.

3) Tahap Ketiga, transaksi yang timbul dari Desa kemudian dibukukan. Setelah

anggaran dan pendapatan belanja Desa di sahkan,kemudian dilaksanakan yang
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akan dibukukan oleh bendahara Desa dengan membuat Buku Kas Umum,
Buku Kas Harian Pembantu, Buku Kas Pembantu Pgjak, Buku Bank Dan
NeracaKas.

Tahap Keempat, pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).”

11. Laporan Keuangan Desa

Sujarweni V.W (2015: 23-26) “Tahap dalam pembuatan laporan keuangan

desa adal ah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Membuat perencanaan berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam
penyusunan anggaran.

Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus
dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas
pembantu, buku bank, buku pgak, buku inventaris dengan disertal
pengumpulan bukti-bukti transaksi.

Untuk memperoleh informas posisi keuangan, kemudian berdasarkan
transaks yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya
untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.

Selain menghasilkan neraca untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran

dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.”
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Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas
untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi

anggaran.Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh
pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan
permusyawarahan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa.Anggaran dibuat

sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
b. Buku KasUmum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang
menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit,
digunakan juga untuk mencatat mutas perbankan atau kesalahan dalam

pembukuan.Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
c. Buku KasHarian Pembantu

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat

transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas sagja.

d. BukuBank
Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka
penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

e. Buku Pgak
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Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka
penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
f. Buku Inventaris Desa
Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum dalam mencatat
barang-barang yang dimiliki oleh desa.
g. Buku persediaan
Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan
yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari
pembelian dan pemberian.
h. Buku Modal
Buku modal / ekuitas dan adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-
dana dan hibah yang mengalir ke desa.
i. Buku Piutang
Buku piutang adalah buku yang diguankan untuk mencatat piutang desa.
Piutang adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan / sewa
menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.
j.  Buku Hutang/Kewajiban
Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat huatng
atau kewajiban desa.
k. Neraca
Neraca adalah catatan yang menyagjikan posisi keuangan desa dalam satu

periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva,
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kewgjiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca berbentuk dari
transaksi-transaksi yang terjadi di desa.
|. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi redliasal
pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, yang masing-masing
dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.Laporan Realisasi Anggaran
disgjikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) beserta Laporan
Realisas Anggaran (LRA)
1) Pengertian Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

“Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari
pemegang mangjemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan
kegiatan desa kepeada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan
pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiaya dengan uang desa.”
Sujarweni V.W (2015:33)

2) Fungsi Anggaran Desa

Nafarin.M (2017:28) “Sesuai dengan fungss mangemen ( yaitu fungs
perencanaan, pelaksanaa, dan pengawasan), anggaran pun demikian. Ha ini
disebabkan karena anggaran sebagai alat mangemen daam melaksanakan
fungsinya.”

a. fungs Perencanaan
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Anggaran merupakan aat pengendali mangjemen desa dalam rangka
mencapal tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa sgja
yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana
sumber pendapatan yang di peroleh desa. Jadi, salah satu fungs anggaran adalah
menentukan rencana belanja dan sumber dana yang ada seefisien mungkin.

b. Fungs Pelaksanaan

Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, sebelum pekerjaan
dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari yang berwenang (terutama
dalam hal keuangan). Pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan bila ada anggarannya
atau tidak menyimpang dari anggaran.

Anggaran beris rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa,
dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

c. Fungs Pengawasan

Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian. Pengawasan berarti
mengevaluasi (menilal) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara:

1. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran)

2. Melakukan tindakan perbaikan bilaterdapat penyimpangan.

3) Manfaat Anggaran

Sujarweni,V.W (2015:35) “Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan

untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk

pembangunan desa.” Secara rinci manfaat penyusunan Anggaran desa adalah :
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a. Sebaga panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan
operasional, denagn melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

b. Sebaga salah satu indicator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan
yang akan dibebankan masyarakat.

c. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti
mengajukan pinjaman.

d. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan
Administrasi.

e. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan
pengawasan pemerintahan desa.

f.  Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode anggaran.

0. Melaui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

4) Prinsip-Prinsip Penganggaran Desa

Sukasmanto (dalam sujarweni,V.W 2015:36) menjelaskan “proses
penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
a. Transparansi
Menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai
berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

b. Akuntabilitas
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Menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan
yang dilaksanakan kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.
Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.

c. Partisipasi Masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi
seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses
pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang
menitikberatkan pada peran serta masyarakat.

d. Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif
Menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran desa.

e. Pemerintahan tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Pemerintah yang tanggap terhadap aspiras yang berkembang di masyarakat
menyangkut kepekan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam
kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

f. Profesiona”

Menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan
jabatannya.

5) Komponen dalam Anggaran

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 “komponen anggaran tersebut
terdiri atas akun-akun sebagai berikut :

1. Pendapatan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pendapatan desa yaitu:
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“Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa
dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa
dapat berasal dari :
a. Pendapatan Asli Desa
a) Hasil usahadesa
b) Hasil kekayaan desa
c) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
d) Lain-lain pendapatan asli desa
b. Transfer
a) DanaDesa
b) Bagi Hasil Pajak Daerah/K abupaten/K ota dan Retribusi Daerah
c) Alokas DanaDesa
c. Kelompok Pendapatan Lain-Lain
a) Hibah dan sumbangan pihak ketigauang tidak mengikat
b) Lain-lain pendapatan desa yang sah”
2.BelanjaDesa
Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 belanja Desa adalah:
“Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewgjiban desa
dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan
kewenangan desa.” Belanja desaterdiri dari :

a. BelanjaBidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



33

1. Penghasilan tetap dan tunjangan
2. Operasional perkantoran
a) Belanjabarang dan jasa
b) Belanjamodal
b. Bidang Pelaksanaa Pembangunan Desa
c. Bidang Pembinaan K emasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidangtak terduga
3. Pembiayaan
Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 “Pembiayaan Desa adalah:
Méliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan mencakup:
1) Sisalebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya
2) Mencakup pelampauan penerimaan pendapatn terhadap belanja,
penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan.
3) Pencairan dan cadangan
4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
5) Penerimaan pinjaman
b. Pengeluaran pembiayaan mencakup :

1) Pembentukan dan penambahan dana cadangan
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2) Penyertaan modal desa
3) Pembayaran hutang”

6) Tahapan Penyusunan Anggaran Desa
Berikut ini diuraikan langkah-langkah penyusunan anggaran desa yang

dikutip dari Tim P3M-OTDA (2002) dalam Wahjudin (2011) :

a. Disusun dan digjukan oleh Kepala Desa dan atau BPD

b. Sebaiknya konsultasikan kepada el emen masyarakat,misalnya melalui dialog,
rapat dengar pendapat.

c. Hasil konsultas digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa.

d. Anggaran desa yang telah disempurnakan digukan dalam rapat pembahasan
dan penempatan anggaran desa.

13. Laporan Kekayaan Milik Desa

Kekayaan Milik Desa dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset
desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemidah-tanganan,
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset
desa.Laporan ini menygjikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan
selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewgjiban desa sampa dengan

tanggal 31 Desember suatu tahun.
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B. HIPOTESIS
Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan
diatas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :
Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Danau Lancang
Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar, belum sesuai dengan Prinsip

Akuntansi Berterima Umum.
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BAB |11
METODE PENELITIAN

A.Lokas Pendlitian

Penelitian ini dilakukan di KecamatanTapung Hulu, objek dari penelitian ini
adalah DesaDanau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
B. Jenis Data dan Sumber Data
jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah:
1. Data primer

Data primer merupakan data peneliti yang didapat dari sumber pertama,
berupa wawancara dengan penanggung jawab keuangan Desa Danau Lancang tentang
sgjarah berdirinya Desa Danau Lancang dan mengenai proses penyusunan |aporan
keuangan pada desa, pelaksanaan keuangan desa Danau Lancang
2. Data skunder

Data skunder merupakan data yang peneliti peroleh dari Desa Danau Lancang
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berupa dokumen-dokumen yang telah
disusun dalam sebuah bentuk jadi, seperti laporan-laporan keuangan, visi misi Desa
Danau Lancang
C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah:
a. Wawancara secara langsung kepada penanggung jawab keuangan desa Danau

Lancang,serta mengajukan beberapa pertanyaan tentang hal-hal yang akan

diteliti meliputi kebijakan dibidang operasional dan kebijakan akuntans,
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pembuatan laporan-laporan keuangan dan beberapa pertanyaan untuk studi
pendahuluan untuk menemukan permasal ahan yang akan diteliti.
b. Dokumentasi, metode ini merupakan langkah dalam mengumpulkan data
dengan memfotocopy dokumen atau laporan keuangan yang diterima dari
Desa Danau Lancang, baik berupa peraturan pemerintah, undang-undang.
D. Teknik Analisis Data
Kemudian dalam mengnalisis data penulis menggunakan metode deskriptif,
yang dimana metode deskriptif ialah menganalisis dan mengumpulkan data,
dikelompokkan selanjutnya disusun agar data-data tersebut bias diteliti berdasarkan
teori yang pas dimana berhubungan dengan rumusan maslahyang dibahas dan

selanjutnya akan diperoleh kesimpulannya.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM DESA DANAU LANCANG
A. Segarah Singkat Desa

Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah
Desa tempatan yang dimekarkan dari Desa Sinama Nenek sebagal desa induk. Desa
Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar mayoritas suku
Minang. Selain itu penduduk Desa Danau Lancang juga di dominasi oleh suku-suku
yang lain seperti suku jawa, melayu, batak dikarenakan menikah dari penduduk
setempat atau pindahan dari daerah lain.

Luas wilayah Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar pada tahun 2018 900.000 Ha yaitu dengan rincian Desa Danau Lancang
memiliki luas pemukiman 1500 Ha, desa danau lancang juga memiliki area sawah
ladang 1.300 Ha, perkebunan 532.000 Ha, rumah ibadah 30 Ha, perkantoran 5 Ha,
sekolah 25 Ha, jalan 4000 Ha, sarana Olah raga 100 Ha, pekarangan 1.200 Ha.

Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar secara
Geografis terletak di sebelah Timur Kecamatan Tapung Hulu. Jarak dari Desa ke ibu
kota Kabupaten yaitu sekitar 65 KM, dan Jarak dari Desa ke ibu kota Provinsi sekitar
100 KM. secara geografis dimana di sebelah Utaranya berbatasan dengan Desa Kota
Lama, disebelah Selatan Desa Danau Lancang berbatasan dengan Desa Sukaramai,
kemudian di sebelah Barat Desa danau lancang berbatasan langsung dengan Desa
Sinama Nenek, dan di sebelah Timur Desa Danau Lancang berbatasan dengan Desa

Sekijang.
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Penduduk Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
dimana mayoritas dimana penduduknya yang paling dominan berasal dari suku
Minang sehingga tradisi-tradiss masyarakat untuk mufakat, gotong royong dan
kearifan lokal yang lain sudah dilakukan masyarakat sgjak ada nya Desa Danau
Lancang dan hal Tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-
benturan antar kelompok masyarakat.

Kondis ekonomi masyarakat Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar sangat beragam, ada golongan ekonomi lemah/tidak mampu,
golongan ekonomi menengah dan golongan ekonomi mampu. Hal ini disebabkan
karena berbagal macam profes yang digeluti oleh masyarakat Desa Danau Lancang,
ada yang menjadi buruh kebum/tani, buruh harian lepas pada perusahaan
SwastalBUMN, buruh bangunan, pedagang, perkebunan, karyawan swastalBUMN,

pegawai honorer, PNS dan wiraswasta.

B. VISI DAN MISI DESA DANAU LANCANG
1. VIS
Visi Desa Danau Lancang adalah menjadikan desa danau lancing yang cerdas,

maju, mandiri dan makmur.

2. MISI
a. Meningkatkan kinerja kinerja dan pelayanan apparat yang berkualitas,

profesional.
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b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam keehidupan
bermasyarakat.

d. Mengupayakan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi
berbasis pada potensi desa.

e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam
pembangunan maupun kegiatan ekonomi produktif

f.  Meningkatkan kerja sama dan gotong royong dalam bermasyarakat yang
beraazazkan kekluargaan.

0. Meningkatkan keamanan dan ketertiban serta penghormatan terhadap

hukum yang berlaku.

C. Struktur Organisasi Desa



STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA DANAU LANCANG
KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

KEPALA DESA

AZIRMAN

SEKRETARIS DESA

TATA USAHA BENDAHARA
ANA PERTIWI JAMARIS. A.Md NEL FITRI NELI
nip: 19660904 2007011017
h Y - ~ »nT K > U
KAUR PEMERINTAHAN KAUR UMUM KAUR PEMBANGUNAN KAUR KEUANGAN KAUR SOSIAL
YAUMIL. A KASDI JAMAL ASRI ADAM NEL FITRI NELI BISMAHAYATI
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BABV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pada Desa Danau Lancang
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Berdasarkan permasalahan yang
dikemukakan pada bab | dan dengan berdasarkan teori-teori yang relevan seperti yang
telah diuraikan pada bab 1I, maka penulis akan menganalisis tentan penerapan
akuntansi yang ada pada Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten

Kampar pada bab ini adalah:

A. Dasar Pencatatan akuntansi

Dasar pencatatan yang dilakukan Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung
Hulu Kabupaten Kampar menggunakan basis kas (cash basic), dimana pencatatan
dilakukan ketika terjadi dan uang benar-benar diterima atau dikeluarkan, sedangkan
beban baru akan diakui pada saat kas telah dikeluarkan untuk membayarkan beban

tersebut.

Desa Danau Lancang menggunakan buku kas umum untuk mencatat transaksi
pendapatan atau pengeluaran kas. Pendapatan Desa Danau Lancang berasal dari
pendapatan asli desa, pendapatan transfer, hibah, dan sumbangan. Sedangkan untuk
pengeluaran kas berasal dari pembayaran gaji kepala desa dan perangkat desa,
pembelian aat tulis kantor dan lainnya. Setiap transaksi Desa Danau Lancang dicatat

sekali.
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B. Proses Akuntansi Pada Desa Danau L ancang Kecamatan Tapung Hulu

Kabupaten Kampar

Adapun proses akuntans yang dilakukan Desa Danau Lancang bermula dari
mengidentifikasi transaksi. Transaksas tersebut dilakukan pencatatan lengkap berupa
pembuatan Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagal aktivitas yang
menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas balk secara tunai maupun kredit
(lampiran 1), selanjutnya Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum
dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak
(lampiran 11), serta Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam
rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak (lampiran I11).
Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang
terjadi dapat dihasilkan sebuah laporan kekyaan milik desa (lampiran 1V). Laporan
kekayaan milik desaini berfungs untuk mengetahui kekayaan/ posisi keuangan desa.
Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakal anggaran (lampiran
V) dibuatlah laporan realisas anggaran desa. Laporan Redlisas Anggaran
menyediakan informasi mengenal anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja,
transfer, surplug/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan (lampiran
V1). Bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APDDes terdiri dari
Laporan Pertanggungjawaban Realisai Pelaksanaan APBDes , Laporan Kekayaan

Milik Desa.
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Dilihat dari proses dan penygiannya, Desa Danau Lancang Kecamatan
Tapung hulu Kabupaten Kampar penerapan akuntansi yang dilakukan belum sesuai
dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dimana Desa danau Lancang belum
membuat jurnal umum. Kemudian dapat dilihat pada penyagjian pengakuan asset
(lampiran 1V) dimana Desa Danau lancang tidak melakukan akumulasi jumlah asset
yang ada pada tahun 2016 kedalam jumlah asset yang ada pada tahun 2017. Seperti
pada akun jalan,jaringan dan instalasi, pada tahun 2016 saldo akun jalan, jaringan dan
instalasi yang dimiliki sebesar Rp. 443.484.000 (lampiran 1V). Lalu pada tahun 2017
Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar melakukan
belanja modal berupa pembangunan jalan sebesar Rp. 909.327.380 (lampiran VI).
Seharusnya saldo akun jalan,jaringan dan instalasi 2016 tersebut menambah saldo
akun jalan, jaringan dan instalas pada Laporan Kekayaan Milik Desa pada tahun
2017. Sehingga saldo akun jalan, jaringan dan istalas menjadi Rp. 1.352.811.380.

Selanjutnya Desa Danau Lancang tidak melakukan pencatatan terhadap saldo
akhir persediaan pada masa periode tahun tersisa (2017) (lampiran 1V). Seharusnya
Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar melakukan
penyesuaian / menyajikan jumlah persediaan agar tidak mudah terjadi penyelewegan
dan pada akhir periode dapat dilihat sisa persediaan yang dimiliki pada Laporan
Kekayaan Milik Desa. Dan kemudian yaitu Desa Danau Lancang tidak melakukan
penyusutan terhadap Aset Tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, jaringan dan instalas (lampiran V). Seharusnya Desa danau Lancang
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melakukan penyusutan terhadap asset tetap pada Laporan Milik Desa, karena setiap
asset akan memiliki nilai manfaat yang akan terus turun seiring berjalannya waktu.

Pada Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
semua transaksi dicatat pada Buku Kas Umum, penerimaan kas dicatat pada kolom
penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada kolom pengeluaran, berikut salah satu
contoh penerimaan dan pengeluaran kas dalam Buku Kas Umum:

23 Oktober 2017 . penarikan tunai Dana Desa, kas di Bendahara Rp.

211.000.000
23 Oktober 2017 : pembelian Alat Volly putri Rp. 3.519.260
23 Oktober 2017 : pembayaran honor Kepala Desa beserta Perangkat
Desa Rp. 44.000.000

23 Oktober 2017 : tunjangan Anggota BPD Rp. 11.700.000

Proses akuntansi yang dilakukan Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung
Hulu Kabupaten Kampar sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi
Keuangan Desa.
1. Tahap Pencatatan

Tahap pertama dari siklus akuntansi merupakan pencatatan bukti-bukti
transaks kedalam buku yang sesuai. Tahap ini yang akan dibuat oleh Desa Danau
Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
1. Buku Kas Umum

Berdasarkan transaksi pada Buku Kas Umum Desa Danau Lancang

kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tidak melakukan penjurnalan terhadap
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penerimaan dan pengeluaran kas. Bentuk Buku Kas Umum dapat dilihat pada Tabel

V.1
Tabel V.1
Buku Kas Umum
Desa Danau Lancang
Tahun Anggaran 2017
No Tgl R Uraian Penerimaan (Rp) | Pengeluaran No Pengeluaran Saldo
e (Rp) Bukti Kumulatif
k
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tunai
115 | 23/10/17
Kas Di Bendahara 0012/B 1.305.708.369. 240.127.514.
211.000.000,00 ANK/10
.05/2001
7
116 | 23/10/17 Pembelian Alat
Volly Putri
Kas Di Bendahara
3519.260. | 0015/S | 1.309.277.629. | 236.608.254.
PP/10.0
5/2017
117 | 23/10/17 Pembayaran
Honor Kepala
Desa serta
perangkat Desa
Kas Di Bendahara
44.000.000. | 0017/S | 1353227.629. | 192.608.254.
PP/10.0
5/2017
118 | 23/10/17 Tunjangan
anggota BPD
Kas Di Bendahara
Penerimaan
11.700.000 | 0018/S | 1364927.629. | 180.908.254.
PP/10.0
5/17

Sumber : Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya dilakukan pencatatan bukti

transaks adalah tahap

penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan

bukti transaksi kedalam kelompok buku besar yang sesuai dengan nama akun dan
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saldo-saldo yang dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit. Setiap
transaks yang terjadi baik akibat yang terkait penerimaan pendapatan atau
pengeluaran pembiayaan dicatat pada buku kas umum. Kemudian transaksi-transaksi
yang telah dilakukan pencatatannya dibukukan kedalam buku besar.
1. Jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas

a. Jurnal penerimaan kas

Dari pencatatan transaksi yang dilakukan pada Desa Danau Lancang
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar diatas belum sesuai dengan Prinsip
Akuntansi Berterima Umum. Desa Danau Lancang belum melakukan pemisahan
antara penerimaan kas dan pengeluaran kas. Contoh jurnal penerimaan kas yang

seharusnya diterapkan oleh Desa Danau Lancang dapat terlihat pada Tabel V.2

Tabel V.2
Jurnal Penerimaan Kas
Tahun Anggaran 2019
Debet
Kredit
Tgl Uraian (Rp)
Ref Pendapatan Pendapatan
Kas di endahara Asdli Desa Kas di Bank Lain-lain
(PAD)
13/06/ |Tarik tunai
2017 211.000.000 211.000.000

Sumber : Data Olahan Penulis 2019
b. Jurnal Pengeluaran Kas
Dari pencatatan transkas yang telah dilakukan Desa Danau Lancang

Kecamatan Tapung Hulu Kampar masih belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi
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Berterima Umum. Berikut ini pada tabel V.3 menampilkan contoh dari jurnal

pengel uaran kas yang seharusnya dibuat oleh Desa Danau Lancang.

Tabel V.3
Jurnal Pengeluaran Kas
Tahun Anggaran 2017
Debet
Kredit
Tol Uraian Ref (Rp)
Belanja Kas
Belanja Belanja
Barang dan
Pegawai Modal
Jasa

Pembelian Alat Volly

23/10/ | Putri 3.519.260
3.519.260

2017

Pembayaran Honor

KepalaDesa serta

23/10/ Perangkat Desa
44.000.000 44.000.000

2017
23/10/ | Tunjangan anggota 11.700.000 11.700.000
2017 BPD

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

2. Buku Besar

Selanjutnya setelah membuat jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran kas

dari jurnal yang diatas harus diposting kedalam buku besar berdasarkan dengan

jenisnya. Tetapi pada Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu tidak membuat

buku besar. Berikut ini pada tabel V.4 sampai V.6 contoh tampilan dari Buku Besar

yang seharusnya dibuat oleh Desa Danau Lancang.
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Tabel V.4
Buku Besar Penerimaan Kas
Tahun Anggaran 2017
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Debit Kredit
01/01/2017 | Saldo
awal
17/03/2017 | Kasdi 211.000.000 211.000.000
bendahara
desa
Jumlah 211.000.000 211.000.000
Sumber :Data Olahan Penulis 2019
Tabel V.5
Buku Besar Belanja Barang
Tahun Anggaran 2017
Tanggal Uraian Ref | Debit kredit Saldo
Debit kredit
01/01/2017 | Saldo awal
17/03/2017 | Belanja Alat 3.519.260 3.519.260
volly putri
Sumber :Data Olahan Penulis 2019
Tabel V.6
Buku Besar
Tahun Anggaran 2017
Nama Akun : Belanja Pegawal
Debit Kredit Sddo
Tgl Uraian Ref
Debit Kredit
0102/ | Saldo Awal
2017
14/01/
Bayar Honor Kepala
Desa beserta
2017 |Perangkat Desa 44.000.000 44.000.000
Bayar tunjangan
14/06/ |Anggota BPD 11.700.000 11.700.000
2017

Sumber : Data Olahan Penulis 2019
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3. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap pengikhtisaran dilakukan pembuatan neraca saldo setelah seluruh
transaks dicatat pada Buku Kas Umum dan Buku Besar. Tahap berikutnya adalah
tahap pengikhtisaran dari Buku Besar ke Neraca Saldo. Pencatatan ke neraca saldo
dilakukan dengan benar. Neraca saldo adalah daftar rekening-rekening beserta saldo
yang menyertainya.
1. Neraca Saldo

Setelah semua transaksi diposting kedalam Buku Besar maka langkah
selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar rekening-
rekening beserta saldo yang menyertinya. Berikut ini pada tabel V.7 menampilkan

contoh dari neraca saldo yang seharusnya dibuat oleh Desa Danau Lancang.

Tabel V.7
Neraca Saldo (sebagian)
Tahun Anggaran 2017
Tanggal Uraian Debit Kredit

Kas Di Bendahara 211.000.000
BelanjaBarang Alat Volly 3.519.260
Putri

31 Des2017 | BelanjaPegawai 44.000.000
Pembayaran Honor Kepala
Desa serta Perangkat Desa
Belanja Pegawai Tunjangan 11.700.000
Anggota BPD

Sumber ; Data Olahan Penulis 2019
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2. Aset Tetap

Aset tetap adalah sumber daya ekonomi atau kekayaan yang memiliki nilai
ekonomis di masa yang akan dating baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
yang di miliki pemerintah, organisasi, badan usaha ataupun perorangan. Asset lancer
merupakan asset yang dapat di cairkan atau digunakan dalam waktu dekat.
Sedangkan asset tetap adalah asset berwujud yang mempunyal masa manfaat |ebih
dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau di
manfaatkan oleh masyarakat umum. Asset tetaap terdiri dari tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, sertajalan, jaringan dan instalasi.

Asset tetap tertera dalam Laporan Kekayaan Desa Danau Lancang Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar yeng terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin,
Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Instalasi. Laporan ini telah di sgjikan
sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Pedoman asistensi
keuangan-Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) oleh lkatan Akuntan
Indonesia (1Al) Tahun 2015. Walaupun demikian laporan ini disgjikan tanpa adanya
penyesuaian penyusutan pada asset tetap yang dilakukan oleh Desa Danau Lancang
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sehingga nilai asset yang ada bukanlah
nilai asset yang sebenarnya jika berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum
(PABU). Berikut ini adalah bentuk penyesuaian yang dapat dilihat oleh Desa Danau
Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa, asset tetap yang seharusnya dicatat

peralatan dan mesin pada tahun 2017 Rp 32.649.875, gedung dan bangunan Rp
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173.144.500, serta jaan, jaringan dan instalas Rp 1.352.811.380. Umur ekonomis
yang ditaksir 5 tahun untuk peralatan dan mesin, 10 Tahun untuk gedung dan
bangunan,serta 20 tahun untuk jalan, jaringan dan instalasi. Dengan menggunakan

metode garis lurus, maka dapat dihitung pertahunnya adalah sebagai berikut:

a. Penyusutan untuk peralatan dan mesin

Pertahun : 32.649.875 = Rp. 6.529.975
5 Tahun

b. Penyusutan untuk gedung dan bangunan

Pertahun : Rp. 173.144.500 =Rp. 17.314.450
10 Tahun

c. Penyusutan untuk jalan, jaringan dan instalasi

Pertahun : Rp. 1.352.811.380 =Rp. 67.640.569
20 Tahun

Berdasarkan perhitungan di atas, maka pencatatan yang seharusnya
dilakukan Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

sebelum tutup buku adalah sebagai berikut :
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1. Pencatatan untuk perolehan asset tetap berupa peralatan dan mesin
Beban penyusutan peralatan dan mesin Rp 6.529.975
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Rp 6.529.975
2. Pencatatan untuk perolehan aset tetap berupa gedung dan bangunan
Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp 17.314.450
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Rp 17.314.450
3. Pencatatan untuk perolehan asset tetap berupajalan, jaringan dan instalasi
Beban Penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Rp 67.640.569

Akumulasi Penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Rp 45.466.369

4. Tahap Pelaporan

Laporan yang disgjikan oleh Desa Danau Lancang Kabupaten Kampar yaitu
terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa.
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah suatu perencanaan
keuangan tahunan Pemerintahan Desa itu sendiri. Anggaran dibuat sedikitnya dibuat
sekali dalam setahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan sebuah
instrument paling penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang
baik dalam mengelola keuangan Pemerintahan Desa. Desa Danau Lancang
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sudah membuat Anggaran Pendapatan

dan Belanja sesuai dengan Pedoman Asistenss Akuntansi Keuangan-Komponen
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Akuntansi Sektor Publik (KASP) oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, Permendagri No.

113 Tahun 2014, serta Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2. Laporan Readlisas Pelaksanaan Anggaran Pendapan dan Belanja Desa

Laporan Ralisass Anggaran adalah laporan yang menyagjikan informasi
realisas pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih
pembiayaan  lebih/kurang  pembiayaan anggaran yang  masing-masing
diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang
dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah yang menggambarkan perbandingan antara
anggaran dan realisasinya dalam satu periode.

Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sudah
membuat Laporan Realisas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan-Komponen Akuntansi Sektor
Publik (KASP) oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, Permendagri No. 113 Tahun 2014,

serta Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

3. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan ini menyagjikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya
merupakan selish antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa
sampai tanggal 31 Desember per satu tahun. Laporan Kekayaan Miliki Desa terdiri

dari tiga akun pokok yaitu aset desa, kewgjiban, dan kekayaan bersih. Aset desa
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adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diporoleh
atas beban ABPDesa atau perolehan hak lainya yang sah.

Aset disgikan berdasarkan tingkat likuiditasnya yaitu berupa aset lancar dan
aset tidak lancar. Contoh aset lancar adalah kas, piutang desa, dan persediaan.
Sedangkan aset tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset
tetap milik desa (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan
dan instalasi), dana cadangan dan aset tidak lancar lainya. Kewajiban adalah hutang
yang timbul karena adanya pinjaman oleh pemerintah desa. Kekayaan bersih, yaitu
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Laporan Kekayaan Milik Desa Pada Desa Danau Lancang K ecamatan Tapung
Hulu Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima
Umumm(PABU) karena di Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa tercatat telah melakukan belanja persediaan seperti benda pos dan
materai, aat tulis kantor, aat listrik dan lainnya lalu ditemukan sisa namun tidak di
catat pada Laporan Kekayaan Milik Desa. Penygjian Laporan Kekayaan Milik Desa
Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar seharusnya dibuat

seperti yang ada pada Tabel V.8 berikut ini:
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Tabel V.8
Laporan Kekayaan Milik Desa
Tahun 20017

TAHUN N-1
(Tahun
Sebelumnya)

TAHUN N (Tahun Periode

URAIAN Pelaporan)

1. ASET DESA
A. ASET LANCAR
01.Kas Desa
a.  Uangkasdi Bendahara Desa
b. Rekening Kas Desa
02.Piutang
a.  Piutang Sewa Tanah
b. Piutang Sewa Gedung

71.027.860 173.842.500

Alat Tulis Kantor 1.800.000 1.757.650

Blanko dan Barang Cetakan
Alat-alat Listrik/Lampu/Baterai
Alat-Alat Kebersihan

Dst..

Poo T

JUMLAH ASET LANCAR 72.827.860 175.600.150

B. ASET TIDAK LANCAR

01. Investasi Permanen
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa

02. Aset Tetap

- Tanah

- P e 32.649.875 32.649.875

- Akm penyusutan peralatan dan mesin (6.529.975) 26.119.900
Gedung dan bangunan 173.144.500 173.144.500
- Akm penyusutan gedung dan bangunan (17.314.450) 155.830.050
- Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.352.811.380 443.484.000
- Akm penyusutan peralatan dan mesin (67.640.569) 1.285.170.811

03. DanaCadangan
a. DanaCadangan
b. Aset Tidak Lancar Lainya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 1.467.120.761 649.278.375
. JUMLAH ASET (A+B) 1.539.948.621 824.878.525

I1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-11) 1.539.948.621 824.878.525
Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel V.8 dapat di jelaskan bahwa persediaan

yang dimiliki oleh Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
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Kampar yang seharusnya disajikan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017,

seperti alat tulis kantor senilai Rp 1.800.000

Selanjutnya kita dapat melihat nilai aset tetap yang dimiliki Desa Danau Lancang
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2017 sebelum dilakukan
akumulasl atau menjumlahkan aset tetap dan penyusutan aset tetap senila Rp
1.148.124.880, sedangkan nila aset yang seharusnya disgikan setelah dilakukan
akumulasi atau penjumlahan aset dalam Laporan Kekayaan Milik Desa 2017 senilal

Rp 1.467.120.761

Maka jumlah kekayaan bersih yang seharusnya disgjikan Desa Danau Lancang
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dalam Laporan Kekayaan Milik Desa

senilai Rp 1.539.948.621
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BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam

bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran yang

bermanf aat
A. Kesimpulan
1. Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tidak

membuat jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas yang memisahkan
antara penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Desa Danau lancang Kecamatan tapung Hulu Kabupaten Kampar tidak
melakukan pemostingan jurna penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas
kedalam Buku Besar yang berfungsi untuk meringkas semua data transaksi
yang tertulis dalam buku jurnal

Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, Desa Danau Lancang Kecamatan
Tapung Hulu kabupaten Kampar tidak mencatat saldo akhir persediaan, tidak
melakukan akumulasi atau penjumlahan aset dengan tahun sebelumnya, dan
tidak melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap.

Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Danau Lancang Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip

Akuntansi Berterima Umum.



59

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintahan Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar setiap terjadinya transaksi langsung mencatat ke Buku
Kas Umum (BKU), kemudian membuat jurnal khusus sehingga informasi
yang dihasilkan dari pembukuan tersebut dapat terlihat dengan jelas yaitu
mel akukan pemisahan jurnal antara transaksi penerimaan kas dan pengel uaran
kas.

2. Setelah melakukan pemisahan jurna antara transaksi penerimaan kas dan
pengeluaran kas, sebaiknya Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar melakukan pemostingan kedalam Buku Besar untuk
memudahkan menyusun informas yang akan diberikan kepeda pihak-pihak
yang memerlukan atau yang berkepentingan.

3. Sebaiknya Desa Danau L ancang K ecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
mencatat saldo akhir persediaan yang tersisa pada Laporan Kekayaan Milik
Desa, kemudian seharusnya Desa Danau Lancang melakukan akumulasi atau
penjumlahan aset dengan tahun sebelumnya, dan Desa Danau Lancang
seharusnya membuat penyusutan pada Laporan Kekayaan Milik Desa agar
laporan yang disgjikan |ebih akurat dan tidak terjadi salah sgji informasi.

4. Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebaiknya
dalam pembuatan laporan keuangan harus sesuai Prinsip Akuntansi Berterima
Umum tentang Siklus Akuntansi adalah Seluruh kegiatan yang meliputi

Transaksi, Bukti Transaksi, jurnal umum/jurnal khusus, Posting ke Buku
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